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ABSTRACT

Industrial activities are known as main contributors
to greenhouse gas (GHG) emissions. Sources of
GHG emissions from the industry sector are energy
usage, industrial processes and industrial wastewater.
Some existing fiscal instruments made specifically for
industrial sector that has potential to be further elabo-
rated and used to encourage industries in performing
mitigation actions. These instruments are Ministry
of Finance Decree (PMK) no 76/2012 on exemption
of import duty on imported machines for industries,
PMK no 130/2011 on tax holiday and also Government
Regulation (PP) no 53/2011 on investment incentive.
These instruments were made to trigger investments
done in industries. Comparison of the loss revenue
that government would get without the instrument to
the emission reduction, we can show that tax holiday
and tax allowance has a much lower cost of emission
reduction to custom exemption in all scenarios. This
study also found tax allowance to be the most effective
policy to reduce greenhouse gas if the requirement

to be inserted in the policy revision. Therefore, a
coordinated effort is needed to ensure it is happening.
However since tax allowance can only implemented
in production facility expansion of different area,
custom exemption, which work with precision of a
surgeon’s scapel, should not be overlook. Having a
list of equipments that scientifically proven to reduce
green house gas to be given the incentive would be a
strong suplement to reach Indonesia emission target.

Keywords: fiscal incentives, benefit cost analysis, ghg
emission, industrial sector

JEL Classification: 025

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk
menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GHG emission)
sebesar 26% pada tahun 2020 dengan sumber daya
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nasional, dan hingga 41% dengan dukungan interna-
sional yang diukur terhadap tingkat emisi dari business
as usual (BAU) untuk mendorong aksi mitigasi ini,.
Demi mendorong implementasi dari komitmen ini,
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (RAN-GRK) pun dikembangkan dan akan
diikuti dengan “Nationally Appropriate Mitigation
Actions” (NAMAs) yang diakui secara internasional
berdasarkan United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC). NAMAs merujuk kepada
serangkaian kebijakan dan langkah yang diambil oleh
beberapa negara sebagai bagian dari komitmen untuk
menurunkan emisi gas rumah kaca.

Aktivitas industri adalah salah satu kontribu-
tor utama dari emisi gas rumah kaca (GRK). Sumber
emisi GRK dari sektor industri berasal dari penggunaan
energi, proses industri, dan limbah. Sektor industri,
sebagai salah satu fokus utama RAN-GRK, memain-
kan peranan penting dalam menurunkan emisi GRK
untuk mitigasi perubahan iklim. Implementasi aksi
mitigasi yang potensial pada sektor industri membutuh-
kan kerangka peraturan berdasarkan kondisi saat ini.
Kombinasi antara kebijakan dan instrumen dibutuhkan
untuk mendorong masing-masing pemain industri aktif
terlibat dalam usaha nasional dalam mengurangi emisi
GRK Indonesia.

Pada tahun 2012, Badan Kebijakan Fiskal
(BKF), Kementerian Keuangan dan GIZ PAKLIM
telah menyelenggarakan sebuah studi untuk menga-
nalisa efektifitas instrument fiskal yang ada saat ini
untuk mengurangi emisi GRK pada sektor industri
Indonesia. Studi tersebut terdiri dari empat rekomen-
dasi utama untuk meningkatkan efektifitas kebijakan
fiskal demi penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu: 1)
melakukan penyesuaian yang sistematis pada seluruh
peraturan yang ada, 2) menerbitkan peraturan pendu-
kung dan lebih rinci, 3) proses sosialisasi yang lebih
baik, dan 4) pemerintah perlu untuk membuat semacam
formulir digital di mana perusahaan dapat mengakses
nya pada website dan file untuk mendapatkan insentif
fiskal agar proses tersebut dapat lebih cepat dan mudah.

Studi tersebut juga menemukan terdapat be-
berapa insturmen kebijakan fiskal telah dibuat secara
spesifik untuk sektor industri yang berpotensi untuk
dielaborasi dan digunakan untuk mendorong industri
melakukan aksi mitigasi. Instrumen ini adalah Per-
aturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun

2012 tentang pembebasan bea masuk impor pada
masing-masing untuk industri, PMK Nomor 130
Tahun 2011 tentang Tax Holiday dan juga Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2011 tentang Insentif
untuk Investasi. Instrumen-instrumen ini dibuat untuk
memacu investasi bagi sektor industri.

Jadi, di samping membuat instrumen baru bagi
industri dalam mengimplementasikan aksi mitigasi,
studi tersebut telah menekankan untuk lebih berkon-
sentrasi pada peraturan yang telah ada. Pada ketiga
peraturan tersebut, tidak ada pernyataan yang secara
jelas menyebutkan bahwa investasi yang telah di-
lakukan harus mendukung aksi penurunan GRK pada
industri (contohnya, ukuran efisiensi energi).

Untuk mensinkronisasikan peraturan yang
telah ada dengan kebutuhan akan adanya instrumen
fiskal bagi industri untuk menurunkan gas rumah
kaca, pemerintah dapat melakukan sebuah revisi bagi
ke-3 peraturanu ntuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Revisi tersebut dapat berupa penambahan pasal yang
penting pada peraturan tersebut dengan tujuan untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai salah satu
kriteria untuk menerima insentif yang telah disebut-
kan secara jelas. Sebelum melakukan revisi terhadap
peraturan-peraturan tersebut, perlu dilakukan analisis
manfaat-biaya (Benefit-Cost Analysis) dari perubahan
ini. Ke depannya diharapkan kajian ini dapat mendu-
kung keputusan pemenerintah di kementerian dengan
membuat instrumen fiskal yang spesifik untuk mendu-
kung implementasi aksi mitigasi pada industri.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara il-
miah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan
kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan
dalam kajian ini lebih bersifat deskriptif kuantitatif
dengan menggunakan analisis manfaat dan biaya
untuk mendapatkan rekomendasi hasil kebijakan. Ke
depannya, hasil rekomendasi kebijakan dari kajian ini
diharapkan dapat mendukung program pemerintah
dalam menyusun instrumen fiskal yang tepat dan ter-
arah sekaligus spesifik untuk mendukung implementasi
aksi mitigasi pada sektor industri. Adapun analisis
manfaat dan biaya yang dilakukan didasarkan kepada
pertimbangan skema yang dijelaskan pada tabel di
bawah ini.
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Tabel 1
Kerangka Analisis Biaya dan Manfaat

Pemangku Kepentingan

Benefit

Cost

Pemerintah Pengurangan Emisi

Industri

Peningkatan Efisiensi dan Profit

Pajak dan Bebas Bea Masuk

Harga peralatan, biaya instalasi, dan
tambahan biaya perawatan.

Guna menghitung perbandingan estimasi antara biaya
dan manfaat ketiga instrumen fiskal terhadap perekono-
mian, penelitian ini akan melakukan beberapa tahapan
penelitian: 1) penyusunan komponen-komponen biaya
dan manfaat. Berdasarkan studi literatur, penelitian ini
akan menyusun komponen biaya dan manfaat yang
dianggap perlu diperhitungkan dalam penyusunan
estimasi biaya dan manfaat. Studi literatur akan di-
lakukan terhadap literatur yang terlebih dahulu telah
melakukan perhitungan biaya dan manfaat pada studi
kasus berbagai Negara; 2) pengumpulan data dari
narasumber. Penelitian ini akan melaksanakan studi
kualitatif melalui pelaksanaan wawancara (interview)
pada berbagai pihak untuk memperoleh informasi
yang tepat sebagai input dalam penyusunan komponen
biaya dan manfaat. Tabel 2 menyajikan daftar lembaga

sebagai narasumber dalam penyusunan tabel analisa
biaya dan manfaat.

Selain, berdasarkan informasi dari berbagai
narasumber, penelitian ini juga akan menggunakan
input dari berbagai studi dan kajian yang pernah dilaku-
kan terkait upaya penurunan emisi melalui konservasi
energi di sektor industri, yaitu antara lain 1) Laporan
Studi AFD (2010) tentang Penyusunan roadmap pengu-
rangan emisi CO2 di industri semen terkait kunjungan
lapangan ke-9 industri semen untuk pengumpulan data
dan penerapan teknologi; 2) Laporan Studi NL Agency
(2009-2012) terkait hasil pemantaauan (monitoring)
pelaksanaan Energy Efficiency Plan( EEP) di sektor in-
dustri tertentu (pilot project); 3) Laporan Studi ICCTF
(2010-2011) tentang Grand Strategy Konservasi Energi
dan Pengurangan Emisi CO2 di Sektor Industri yang

Tabel 2
Daftar Narasumber

No. Lembaga/Institusi

Kementerian Perindustrian:

1. a. Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
b. Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

2. Kementerian Keuangan

Kementerian Lingkungan Hidup
- Asdep Ekonomi Lingkungan

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia - Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
Asosiasi Semen Indonesia-Direktur Eksekutif

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia-Direktur Eksekutif

Perusahaan Baja

Perusahaan Semen

Perusahaan Pulp

e e
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disepakati olehsemua pemangku kepentingan yang
akan digunakan sebagai bahan atau acuan konservasi
energi dan pengurangan emisi CO2 di sektor industri,
termasuk: hasil studi tentang a) Penerapan Konservasi
Energi pada Industri: Baja, Pulp & Kertas; b) Penera-
pan No-Cost & Low-Cost Pilot Project di industri baja
dan industri pulp & kertas; dan (c) 50 Pedoman Teknis
Konservasi Energi dan Pengurangan emisi CO2 di
Sektor Industri.

Tahapan ketiga perhitungan dan pemilihan
asumsi. Penelitian ini akan melakukan beberapa per-
hitungan dan regresi sebagai dasar dalam membangun
asumsi-asumsi yang dilakukan dalam proses perhitun-
gan komponen biaya dan manfaat, yaitu antara lain
tingkat diskonto (discount rate), tingkat depresiasi dan
tahapan keempat, penyusunan tabel estimasi biaya dan
manfaat. Tabel 3 menyajikan opsi kebijakan yang akan
dievaluasi dan diberi pemeringkatan dalam komponen
perhitungan biaya dan manfaat ialah sebagai berikut:

Tabel 3
Opsi Kebijakan
Analisa Biaya dan Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4
Manfaat (per tahun)

Pembebasan pajak Fasilitas Pem- Insentif PPh
impor terhadap bebasan atau untuk penanaman
mesin bagi in- Pengurangan PPh modal(PP No.

No policy option dustri (PMK No Badan (PMK No. 52/2011)
(base line case) 76/2012) 130/2011)
Biaya:
A. Industri

- Biaya Investasi
- Biaya instalasi
- Biaya Operasional
- Biaya Administrasi

B. Pemerintah

- Kehilangan
Pendapatan

- Biaya Implementasi

Keuntungan:
A. Perusahaan

- (Ekspektasi)
Keringanan Pajak/bea

B. Negara

- (Penurunan emisi)

- Penghematan energi
- Peningkatan PDB

168




AJIAN BENEFIT-COST ANALYSIS INSENTIF FISKAL................

.............................. (Joko Tri Haryanto dan Berly Martowardaya)

Pada setiap opsi tersebut akan dilakukan be-
berapa skenario perhitungan. Pilihan alternatif skenario
dilakukan berdasarkan tingkat pemanfaatan pelaksa-
naan kebijakan dan lamanya adaptasi atau pemanfaatan
insentif fiskal yang tersedia oleh perusahaan-perusa-
haan yang menjadi target kebijakan tersebut. Alternatif
pilihan skenario yang akan diestimasi adalah 1) Ske-
nario Pembebasan Pajak Impor: berdasarkan tingkat
pemanfaatan instrumen kebijakan oleh industri untuk
opsi kebijakan 2 dan 4, Skenario low: 25% dari seluruh
pelaku industri memanfaatkan insentif kebijakan, dan
atau pemanfaatan 25% dari daftar perlengkapan yang
direkomendasikan; Skenario medium: 50% dari seluruh
pelaku industri memanfaatkan insentif kebijakan, dan
atau pemanfaatan 50 % dari daftar perlengkapan yang
direkomendasikan; dan Skenario £ig : 75% dari seluruh
pelaku industri memanfaatkan insentif kebijakan, dan
atau pemanfaatan 75% dari daftar perlengkapan yang
direkomendasikan. Skenario Fasilitas Pembebasan atau
Pengurangan PPh Badan: berdasarkan jangka waktu
pemanfaatan instrumen kebijakan oleh industri untuk
opsi kebijakan 3, Skenario low: hanya | perusahaan per
tahun, meningkat 2 perusahaan per 3 tahun; Skenario
medium: hanya 2 perusahaan per tahun, meningkat
2 perusahaan per 3 tahun; Skenario Aigh: hanya 3
perusahaan per tahun, meningkat 3 perusahaan per
3 tahun; Skenario Fasilitas Pembebasan atau Pengu-
rangan PPh Badan: berdasarkan tingkat pemanfaatan
instrumen kebijakan oleh industry, Skenario low: 25%
dari seluruh pelaku industri memanfaatkan insentif;
Skenario medium: 50% dari seluruh pelaku industri
memanfaatkan insentif; Skenario high: 75% dari
seluruh pelaku industri memanfaatkan insentif. Perhi-
tungan dan proyeksi Cost Benefit Analysis untuk ketiga
instrumen dilakukan dalam rentang waktu tahun 2014
hingga tahun 2020. Asumsi yang digunakan terkait
nilai kurs dan nilai nilai diskonto. Nilai kurs USD dan
Euro terhadap Rupiah diperoleh dari Bank Indonesia.
Dalam perhitungan NPV, diggunakan nilai BI rate
terkini sebagai nilai diskonto, yaitu sebesar 7%.

HASIL PENELITIAN

imulasi dilakukan didasarkan pada PMK Noomor 130/
PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembe-
basan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
serta pengajuan pembebasan PPh Badan apabila men-

gandung ketentuan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Sejauh ini baru dua pengajuan yang dikabulkan yaitu
PT. UOI (2011) dan PT. PBI (2012) yang keduanya
disetujui pada tahun 2012.

Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan
dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima)
Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya
produksi komersial, serta setelah berakhirnya pembe-
rian fasilitas tersebut. Wajib Pajak juga bisa mendapat-
kan tambahan pengurangan Pajak Penghasilan badan
sebesar 50% selama 2 tahun. Perhitungan dilakukan
dengan berdasarkan perhitungan pembebasan pajak
pada batas minimum yaitu 5 tahun. Kemudian dengan
dimulainya perhitungan analisis manfaat biaya pada
tahun 2014, maka produksi komersil baru dimulai pada
tahun 2016 dan pembebasan Pajak Penghasilan badan
berlaku hingga 2020.

Tiga skenario (low, medium, high) yang disu-
sun dapat diapliaksikan berupa: skenario low terjadi
peningkatan persetujuan secara bertahap disetujui
dan pada 2020 terdapat 3 perusahaan yang memenuhi
persyaratan tax holiday dengan jumlah total 18 perusa-
haan. Skenario medium menambah 6 perusahaan pada
tahun 2020 menjadi 33 dan skenario #igh menambah
10 perusahaan sehingga totalnya menjadi 55 pada tahun
tersebut.

Minimal investasi baru yang perlu di tanamkan
untuk mendapatkan fasilitas tax holiday adalah 1 triliun
rupiah. Dengan menggunakan data dari dua perusahaan
swasta yang telah mendapatkannya maka dapat dis-
imulasikan pola dan jumlah investasi (S investasi)dan
profit (S profit) per tahun dengan jumlah perusahaan.
Dari data investasi juga dapat di proyeksikan jumlah
loss revenue yang tidak di peroleh pemerintah (P loss)
karena adanya fasilitas ini.

PEMBAHASAN

Perhitungan potensi penurunan CO,- tax holiday
dilakukan dengan merujuk pada rerata nilai investasi
PT. UOI dan PT. PBI. Asumsi yang digunakan adalah
investasi yang dilakukan oleh ketiga industri termasuk
investasi berupa pembelian alat yang lebih efisien
sehingga menurnkan emisi GRK dengan jumlah pe-
rusahaan yang mengajukan insentif tax holiday merata
antar 3 industri .
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Penerapan Nett Present Value (NPV) sebesar
tingkat bunga BI menghasilkan angka pada yang
dibutuhkan antara Rp320-460 untuk mengurangi 1 ton
emisi GRK. Rasio investasi pada loss revenue cukup
tinggi dimana satu juta loss revenue menghasilkan
11.8-14.86 juta rupiah investasi. Kakulasi NPV profit
menunjukkan negatif, namun perlu diingat bahwa tidak
ada paksaan untuk menggunakan fasilitas tax holiday.
Perusahaan yang mengajukan fasilitas ini dengan nilai
investasi yang besar umumnya memiliki time frame
jangka panjang untuk break even point (BEP) dengan
periode lebih lama dari 6 tahun. Jika kalkulasi internal
perusahaan tidak profit pada waktunya maka investasi
tidak akan di lakukan sejak awal.

Simulasi berikutnya dilakukan berdasarkan PP
Nomor 52 tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Peng-
hasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
Pasal (2a) pada regulasi ini menyatakan bahwa Fasilitas
Pajak Penghasilan dapat dimanfaatkan setelah Wajib
Pajak merealisasikan rencana penanaman modal paling
sedikit 80% (delapan puluh persen). Data profit per
tahun diperoleh berdasarkan data profit dari Laporan
Keuangan perusahaan pada industri baja, semen, dan
pulp yang dipublikasikan. Perusahaan yang mengalami
kerugian tidak dimasukkan dalam perhitungan karena
diasumsikan ekspansi usaha melalui investasi cender-
ung dilakukan oleh perusahaan yang mengalami keun-
tungan usaha pada periode sebelumnya. Pertumbuhan
profit kemudan diasumsikan tetap. Untuk penggunaan

scenario simulasi, maka dhitung terlebih dahulu rata-
rata profit pada masing-masing industri.

Skenario simulasi dibagi menurut kategori Low,
Medium, dan High. Berbeda dengan scenario tax holi-
day yang disimulasikan langsung terhadap ketiga in-
dustri, skenario simulasi Tax Allowance dilakukan per
industri, sehingga pada tahun 2020, jumlah perusahaan
yang berpartisipasi untuk skenario low, medium, dan
high, masing-masing adalah 39, 63, dan 93 perusahaan
sejak tahun 2014 hingga 2020.

Nilai alat untuk industri semen berdasarkan
usulan industri alat dari PT. Indocement pada tahun
2011, sementara nilai investasi alat untuk industri
baja dan pulp berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Depperin pada tahun 2010. Nilai investasi pada
tahun 2010 dan 2011 tersebut kemudian disesuaikan
menurut tingkat inflasi berdasarkan indeks harga GDP
deflator dengan mempertimbangkan bahwa investasi
alat tersebut merupakan bagian barang impor dimana
perubahan harganya turut diperhitungkan dalam pe-
nyusunan GDP deflator. Dalam rangka penggunaan
skenario pemanfaatan tax allowance, terlebih dahulu
dicari nilai rata-rata investasi perusahaan pada masing-
masing industri.

Untuk perhitungan pertumbuhan profit per
tahun diperoleh berdasarkan data profit dari Laporan
Keuangan perusahaan pada industri baja, semen, dan
pulp yang dipublikasikan. Perusahaan yang mengalami
kerugian tidak dimasukkan dalam perhitungan karena
diasumsikan ekspansi usaha melalui investasi cender-
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Gambar 1
Loss Revenue Pemerintah per juta ton Pengurangan Emisi
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ung dilakukan oleh perusahaan yang mengalami keun-
tungan usaha pada periode sebelumnya. Pertumbuhan
profit kemudan diasumsikan tetap. Untuk penggunaan
skenario simulasi, maka dihitung terlebih dahulu rata-
rata profit pada masing-masing industri.

Nilai investasi alat untuk industri semen ber-
dasarkan usulan industri alat dari PT. Indocement pada
tahun 2011, sementara nilai investasi alat untuk industri
baja dan pulp berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Kementrian Perindustrian pada tahun 2010. Nilai
investasi pada tahun 2010 dan 2011 tersebut kemudian
disesuaikan menurut tingkat inflasi berdasarkan indeks
harga GDP deflator dengan mempertimbangkan bahwa
investasi alat tersebut merupakan bagian barang im-
por dimana perubahan harganya turut diperhitungkan
dalam penyusunan GDP deflator. Nilai investasi pada
tahun 2014 hingga 2020 diasumsikan mengikuti tahun
sebelumnya.

Dalam hal perhitungan BMTDP, diketahui
bahwa rata-rata bea masuk untuk impor mesin adalah
sebesar 5%. Maka nilai BMTDP yang tidak masuk
sebagai anggaran pemerintah adalah sebesar 5% dari
investasi menurut simulasi yang telah dilakukan sebe-
lumnya. Analisa biaya dan manfaat dilakukan dengan
membandingkan antara biaya yaitu nilai BMTDP yang
tidak diterima pemerintah karena pemberian fasilitas
pembebasan BMTDP, dengan manfaat yaitu investasi
alat yang dilakukan oleh pihak industri semen, baja,
dan pulp. menampilkan hasil perhitungan analisa CBA
terhadap pemberlakukan kebijakan pembebasan BM-

TDP.

Perhitungan pengurangan emisi dilakukan dengan nilai
investasi berdasarkan persentase penyerapan total
investasi pembelian alat yang diperoleh dari PT. Indo-
cement dan industri baja dan pulp. Maka, nilai potensi
penurunan emisi CO2 dibuat berdasarkan skenario
persentase total berdasarkan potensi penurunan CO,
yang diperoleh dari PT. Indocement dan industri baja
dan pulp hingga tahun 2020. Perhitungan ini dilaku-
kan menurut simulasi low, medium, dan high hingga
tahun 2020 untuk masing-masing industri. Penerapan
Net Present Value (NPV) sebesar tingkat bunga BI
menghasilkan angka antara Rp43900 rupiah untuk
mengurangi 1 ton emisi GRK. Rasio investasi pada
loss revenue cukup tinggi dimana 1 juta loss revenue
menghasilkan 20 juta rupiah investasi .

Dengan menggunakan kalkulasi yang telah
dilakukan sebelumnya, Gambar 1 menampilkan per-
bandingan antara biaya yang dikeluarkan berupa loss
revenue per ton emission reduction antara tiga instru-
men kebijakan dimana angka lebih kecil menunjukkan
cost effectiveness yang lebih baik.

Gambar 2 menampilkan perbandingan antara
biaya yang dikeluarkan berupa rasio antara investasi
yang dilakukan pengusaha dengan loss revenue an-
tara 3 instrumen kebijakan dimana angka lebih besar
menunjukkan cost effectiveness yang lebih baik.

Kebijakan tax holiday (PMK Nomor 130 Tahun
2011) dan tax allowance (PP Nomor 52 Tahun 2011)
memiliki efektifitas pengurangan gas rumah kaca
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Gambar 2
Rasio Investasi terhadap Loss Revenue Pemerintah
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yang jauh lebih baik dari pembebasan BMDTP (PMK
Nomor 76 Tahun 2012). Adapun dari segi dampak
terhadap investasi yang terbaik adalah tax allowance
dengan diikuti oleh BMDTP dan fax holiday.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Studi ini membandingkan dampak dari revisi tiga in-
strumen kebijakan fiskal terhadap pengurangan emisi
dan efisiensinya. Ketiga instrumen tersebut adalah
PMK Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian
Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Peng-
hasilan Badan, PP Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal
di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-
Daerah Tertentu dan PMK Nomor 76/PMK.011/2012
Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin
Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman
Modal. Indonesia perlu mengambil pelajaran dari
Thailand yang secara eksplisit menyebutkan konser-
vasi energi dan energi alternatif sebagai sektor yang
mendapatkan tax holiday. Sehingga industri baja
dan semen yang memerlukan intensitas energi tinggi
dalam produksinya mendapat insentif yang kuat untuk
melakukan efisiensi serta membangun atau bekerja
sama dengan pihak lain untuk menggunakan energi
terbarukan dalam proses produksinya.
Menambahkan bidang usaha yang mengurangi
emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada PP Nomor 52
dengan mencantumkan detil sektor energi terbarukan
dan konservasi energi disegenap penjuru Indonesia
akan memiliki dampak yang cukup tinggi terhadap
pengurungan emisi GRK. Namun penghitungan tax
allowance yang cukup kompleks dan penggunanannya
yang sulit dibatasi pada hanya untuk peralatan yang
mengurangi gas rumah kaca menyebabkan instrumen
ini memiliki kadar tepat sasaran yang tidak tinggi.

Saran

Hasil kalkulasi sebagaimana disajikan menemukan
bahwa kebijakan fax holiday (PMK Nomor 130 Tahun
2011) dan tax allowance (PP Nomor 52 Tahun 2011)
memiliki efektifitas biaya pengurangan gas rumah

kaca yang jauh lebih baik dari pembebasan BMDTP
(PMK Nomor 76 Tahun 2012). Adapun dari segi
dampak terhadap investasi yang terbaik adalah tax al-
lowance dengan diikuti oleh BMDTP dan fax holiday
dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh. Walaupun
efisiensinya bukan yang paling tinggi, PMK Nomor 76
Tahun 2011 memiliki keunggulan yaitu bersifat sangat
spesifik dan berdasarkan pada daftar barang sehingga
kemungkinan penyalahgunaan dan tidak sampai sasa-
ran jauh lebih kecil sehingga bila diikuti dengan daftar
mesin dan peralatan yang secara ilmiah mengurangi
emisi, khususnya melalui efisiensi energy, maka akan
menjadi supplemen yang memiliki dampak nyata.
Ke-3 instrumen tersebut saat ini sedang dalam proses
pembaruan dan revisi sehingga dibutuhkan upaya yang
serius untuk memasukkan ketentuan pengurangan
emisi gas rumah kaca didalamnya demi mencapai
target pengurangan emisi Indonesia.
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